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ABSTRAK : -bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan

CATATAN

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan
perpajakan dan kepabeanan di bidang pertambangan mineral dan batubara, tertib administrasi,
pengawasan, dan kepastian hukum dalam memberikan perlakuan perpajakan dan kepabeanan
atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan
atau Keringanan Bea Masuk danjatau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang
dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No.
10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengani Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka
KK atau PKP2B dapat diberikan kepada: a. Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan
mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka
KK atau PKP2B; dan b. Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenm jangka
waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka KK
atau PKP2B, yangmana pemberian pembebasan atau keringanan tersebut diberikan sesuai
dengan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak. Selain hal tersebut diatur pula ketentuan
mengenai kewajiban pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta
ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi.

. -Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

259/PMK.04/2016 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk danjatau Pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2019.
- Lampiran halaman 36-79.



